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PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Thn
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éﬁ’ﬁlﬁ‘iﬁ}:\——c‘ﬁ
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TUBAN

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama yang
dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam
perkara Cerai Gugat antara:
PENGGUGAT, NIK 3523085005930003, tempat dan tanggal lahir
Tuban, 10 Mei 1993, agama Islam, pendidikan SLTP,
pekerjaan XxXXXXXXX XXXXX XXXXXX, bertempat tinggal di
KABUPATEN TUBAN, JAWA TIMUR.
Penggugat;
Lawan
TERGUGAT, NIK -, tempat dan tanggal lahir Malang, 10 November
1981, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXxxxx
XXXXxX, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, JAWA
TIMUR,;
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 02 Januari 2025

yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor

13/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 02 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai
berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 16 Mei

2012, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA XXXXXXXXX XXXXX,

XXXXXXXXX  XXXXX, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 278/57/v/2012

tertanggal 16 Mei 2012 dan pada saat pernikahan berlangsung Penggugat

berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
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2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama
sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua
Penggugat selama 12 tahun (Bada Dukhul), telah dikaruniai seorang anak
Perempuan, bernama xxxxxxxx umur 10 tahun 2 bulan, Tempat tanggal
lahir, Tuban 03 November 2014 saat ini anak tersebut tinggal bersama
Penggugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan
harmonis, tetapi sejak Januari 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering
terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat jarang
sekali memberikan nafkah belanja kepada Penggugat sehingga Tergugat
tidak bisa mencukupi kebutuhan rumahtangga;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, sejak Mei 2024
Tergugat meninggalkan Penggugat dan sekarang Tergugat tinggal dirumah
Teman Tergugat yang bernama Rudiyanto yang beralamatkan di Xxxxxx
XXXXXX, XX XX, XX XX, DESsSa XXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXXX
xXxxxX, akibatnya Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang
hingga kini sudah berjalan selama 8 bulan;

5. Bahwa, 1 (satu) anak Perempuan , bernama xxxxxxxx umur 10 tahun 2
bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 03 November 2014 saat ini tinggal
bersama Penggugat, namun Penggugat merasa kwatir jika Tergugat minta
hak asuh anak tersebut sedangkan Tergugat tidak pernah peduli terhadap
tumbuh kembang anak tersebut, dan Penggugat sebagai seorang Ibu
mempunyai kasih sayang layaknya seorang ibu terhadap anak, maka
sangat patut bila Penggugat yang berhak memelihara anak tersebut
daripada Tergugat yang tidak bertangung Jawab terhadap tumbuh
kembang anak tersebut;

6. Bahwa, 1 (satu) anak Perempuan , bernama xxxxxxxx umur 10 tahun 2
bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 03 November 2014, membutuhkan
seorang ibu yang dapat memelihara mengasuh dan bertangungjawab
terhadap tumbuh kembang anak tersebut, maka sangat beralasan dan
patut bila Penggugat yang ditetapkan sebagai pemegang hak asuh dan hak
pemeliharaan anak tersebut;
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7. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan
Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

8. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah
memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun
1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

9. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat
sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan
(berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut
Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang
Pengadilan Agama Tuban;

10. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul
akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap
Penggugat (PENGGUGAT) ;

3. Menetapkan 1 (satu) anak Perempuan , bernama xxxxxxxx umur 10 tahun 2
bulan, Tempat tanggal lahir, Tuban 03 November 2014 , dalam asuhan dan
Pemeliharaan Penggugat;

4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-
adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang

menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

wakil/kuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat Panggilan (relaas) nomor
13/Pdt.G/2025/PA. Tbn tanggal 03 Januari 2025, Tergugat tidak bertempat
tinggal sebagaimana alamat yang ditunjuk oleh Penggugat dalam surat

gugatannya;
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Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak mengetahui alamat
Tergugat dengan jelas dan selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut
gugatannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala yang
tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari

Penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan
Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak
datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk
menghadap sebagai wakillkuasanya yang sah, dan berdasarkan Surat
Panggilan (relaas) nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 03 Januari 2025,
Tergugat tidak bertempat tinggal sebagaimana identitas yang ditunjuk oleh
Penggugat dalam surat gugatannya dan sekarang Penggugat tidak mengetahui
alamat Tergugat dengan jelas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan mencabut
perkaranya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara merupakan hak dari
Penggugat apalagi Tergugat belum memberikan jawaban, sehingga
berdasarkan Pasal 271 Jo. Pasal 272 Rv pencabutan tersebut tidak diperlukan
adanya persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut
di atas, maka pencabutan gugatan Penggugat dalam perkara a quo dapat
dikabulkan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-
Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada
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Penggugat;
Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan

ketentuan-ketentuan hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;
Amar Penetapan

MENETAPKAN:
1. Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam
perkara Nomor 13/Pdt.G/2025/PA.Tbn tanggal 02 Januari 2025;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mencatat
pencabutan tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

sejumlah Rp188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis tanggal 09 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Rajab
1446 Hijriyah, oleh Marwan, S.Ag., M.Ag sebagai Ketua Majelis, Drs. Ihsan dan
Slamet, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang
terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota
tersebut dan Drs. H. Mat Busiril, M.H. sebagai Panitera Pengganti dan telah
dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Ketua Majelis

Marwan, S.Ag., M.Ag

Hakim Anggota Hakim Anggota

Drs. Ihsan Slamet, S.Ag., S.H., M.H.
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Panitera Pengganti

Drs. H. Mat Busiril, M.H.

PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. PNBP Rp. 60.000,00
2. Biaya Proses Rp. 100.000,00
3. Panggilan Rp. 18.000,00
4. Biaya Sumpah Rp. ,00
5. Meterai Rp. 10.000,00

Jumlah Rp. 188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah)
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